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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR WB,
Bismilahirohmannirohim,
Atas nama Allah yang Maha Pemurah serta Maha Penyayang,
segala puji kepada Alalh SWT sang Penguasa Alam. Solawat
serta salam kami tujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Buku Ekologi Pemerintahan ini bertujuan untuk melihat
bagaimana pola penguasaan lahan oleh Small and Medium-
sized Agriculturists (SMAs) dalam hal ini adalah elit lokal dan
masyarakat di Indonesia. Dipetakan bagaimana pola pembukaan
lahan dan pemeliharaan perkebunan sawit oleh SMAs. Ditelaah
juga pola koordinasi dan komunikasi penanganan kebakaran
oleh daerah dan para pemangku kepentingan lain. Buku ini
juga melihat apakah ada kelembaman birokrasi sehingga
pencegahan dan pemadaman belum optimal. Buku ini sangat
direkomendasikan dibaca para pengusaha, penulis serta
mahasiswa yang ingin mengetahui tentang tata kelola lahan
khusunya dalam pengelolaan sawit dengan fokus bagaimana
mengatasi kelembaman birokrasi (bureaucraticinertia) agar
mitigasi kebakaran hutan serta lahan dapat diselesaikan secara
optimal.

Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di
Riau tahun 2013 menurut penilaian Bank Dunia mencapai Rp.
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20 triliun (CNNIndonesia, 2015). Kerugian tahun ini dapat jauh
melebihi angka tersebut, jika memperhitungkan kebakaran
di berbagai daerah lain. Kebakaran tahun 2015 disebut
memproduksi CO2 sebesar 16 Juta Metrik ton perhari atau lebih
banyak dari produksi US selama sehari dengan 0,5 Juta kena
penyakit ISPA dan 43 Juta orang kena dampak asap (World
Resouces Institute, 2015).

Pada sisi yang lain, perusahaan perkebunan sawit sering
dituding menjadi penyebab utama karhutla. Riset tim penulis
CIFOR (Gaveau et.al, 2014) terhadap karhutla di Riau tahun
2013 yang menimpa 3 juta ha lahan di Riau, menunjukkan
bahwa: 1) 52% dari kebakaran (84.717 ha) adalah dalam
konsesi sawit dan akasia (Hutan Tanaman Industri/HTI), tetapi
2) 60% dari kebakaran di konsesi tersebut, berasal dari area
yang ditempati masyarakat/pekebun kecil dalam konsesi
tersebut (enclave).

Buku ini mencoba menggali bagaimana tata kelola lahan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta daerah telah
dilakukan. Fokus dari buku ini mencoba mengambarkan
masyarakat yang disebut pekebun kecil-menengah-besar
(small-medium-scale agriculturalists/SMAS) dan dalam studi
CIFOR (2014), sebenarnya adalah suatu jaringan lokal yang
rumit dan memanfaatkan masyarakat, aparat desa, kelompok
tani, koperasi, untuk membakar lahan dan kemudian menjual
lahan siap tanam maupun sudah ditanam kepada elit lokal
yang ada di daerah tersebut maupun di luar daerah (Purnomo,
2015). Peraturan Menteri Pertanian tidak mensyaratkan adanya
izin, tetapi justru meminta pemerintah daerah untuk mendaftar
pekebun kecil.

Buku ini juga memaparkan secara jernih dan cermat beberapa
temuan yang melihat tata kelola lahan serta hubungannya
dengan kelembaman birokrasi (Bureaucratic inertia) serta peran
elit lokal dalam pemanfaatan lahan di Indonesia, khususnya
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Riau. Birokrasi adalah lembaga yang didorong bekerja secara
rasional, profesional serta merupakan organisasi besar yang
mampu menyediakan kebutuhan publik secara tepat. Akan
tetapi keadaan di Indonesia menunjukkan hal yang berbeda.
Keadaan yang disebut dengan Bureaucratic Inertia atau
kelembaman birokrasi. Keadaan ini melihat birokrasi sebagai
organisasi yang belum efisien, tidak fleksibel atau malah terlalu
rigid, kolaborasi antar pihak kurang dan tujuan atau sasaran
lembaga menjadi tidak tepat serta kurang legitimasi.

Paparan menarik berikutnya dari buku ini adalah tentang
peran elit lokal dalam mebagi kuasa atau sumber daya di
daerah. Elite merujuk pada orang atau kelompok yang memiliki
kekuasaan, kemampuan ekonomi, penguasaan teknologi atau
pengetahuan serta kemampuan sosial di dalam masyarakat
atau negara. Jadi Elit lokal adalah orang atau sekelompok
orang yang memiliki pengaruh serta kuasa di level daerah
atau wilayah tertentu. Pada buku ini dipaparkan bagimana
jaringan lokal ini memanfaatkan kemudahan yang diberikan
untuk pekebun sawit kecil (kurang dari 25 ha), dan aturan
yang membolehkan membakar lahan untuk masyarakat
lokal. Pada sisi ini juga dilihat SMAs dikuasai oleh elit lokal
(di antaranya pejabat pemerintah lokal). Praktek yang tidak
bertanggung jawab dari SMA ini menyebabkan pemerintah
daerah mengalami kelembamam birokrasi (dari kelalaian/
omission atau kesengajaan atau perintah/commission dari
aparat pemerintah daerah dan aparat pusat di daerah) dalam
pencegahan karhutla, mulai dari penyiapan anggaran yang
memadai untuk pencegahan, sampai ke kegiatan pemadaman,
disaster relief, sampai rehabilitasi lahan pasca karhutla.

Para penulis menggunakan data primer dan sekunder terkait
karhutla di Riau. Data primer akan diperloleh dari: survey, policy
review, analisis APBD, FGD, cost benefit analysis, network
analysis. Data sekunder akan diolah dari penulisan sebelumnya
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terkait karhutla di Riau dan Indonesia, studi terkait elit politik
lokal pasca otonomi daerah, penguasaan sumber daya lokal
dan sumber lain yang relevan.

Semoga buku ini selain menjadi salah satu bacaan para
pemikir, penulis serta pengusaha perkebunan di Indonesia,
diharapkan buku ini mampu memberi kontribusi positif bagi
pemanfaat lahan serta pembangunan perkebunan sawit yang
lebih lestari.

Wassalamualaikum WR WB.

Jakarta, 29 September 2016

Dr Tachrir Fathoni

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem KLHK
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DAFTAR SINGKATAN

AA = Arara abadi

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BBH = Bukit Batu Hutan Alam

BDB = Bina Daya Bintara

BKM = BalaiKayang Mandiri

BPBD = Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS = Badan Pusat Statistik

BTS = Buah Tandan Segar

CIFOR = Center for International Forestry Research
CPO = Crude Palm Oil

DAMKAR = Pemadam Kebakaran
DISBUNHUT = Dinas Perkebunan dan Kehutanan

FAO = Food and Agriculture Organization

FGD = Focus Group Discussion

FITRA = Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
GAPKI = Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HGU = Hak Guna Usaha

HTI = HutanTanaman Industri

HTI = Hutan Tanaman Industri

IUP-B = lIzin Usaha Perkebunan untuk Budidaya

[JUPHHK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
JIKALAHARI = Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
Karhutla = kebakaran hutan dan lahan
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KLHK

PANSUS
PBN =
PBS =
PDRB =
PKS =
PR =

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Panitia Khusus

Perkebunan Besar Negara

Perkebunan Besar Swasta

Produk Domestik Regional Bruto

Perusahaan Kelapa Sawit

Perkebunan Rakyat

PUSDALKARHUTLA = Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan

RAL =
RRL =
RRL =
RRP =
RTRW
SATKOLAP

SKA =
SKPD =
SMAs =
SNA =
SPA =
SRL =
SSS =
STDB =
USA =

dan Lahan

Riau Abadi Lestari

Rimba Rokan Lestari

Rokan Rimba Lestari

Rimba Rokan Perkasa

Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Satuan Pelaksana Operasional

Sekato Pratama Makmur

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Small and Medium- sized Agriculturists
Social Netwrok Analysis

Satria Perkasa Agung

Sumatera Riang Lestari

Sinar Sawit Sejahtera

Surat Tanda Daftar Perkebunan untuk Budidaya
United State of America
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